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	Abstract
	Abstrak

	This article aims to express a word in the Sahifah Yathrib (Medinah Charter), namely rib’ah. This word contains quite a crucial meaning, however, it is rarely used daily by academics. Meanwhile in Indonesia, religious practices of peace and moderation still experience quite dangerous obstacles in society. All destruction of religious facilities, traditions, and even opposing cultures adhered to by the majority. This research is a literature study using the ma'na cum maghza framework initiated by Sahiron Syamsudin. With this framework, this research produces three main conclusions, namely: first, rib’ah has the basic meaning of dividing the spoils of war. However, in practice, the Prophet Muhammad guaranteed not only commerce but also religion. Second, rib’ah had its initial purpose as an effort by the Prophet Muhammad to unite the Muhajirin and Ansar, as well as for the development of a stable country. Third, the guarantee of freedom of religion and belief contained in this word can be used as a basis for hifz al-din, which means protection of security and comfort for a person to freely choose their own religion and belief.
Keywords: Islamic History, Medina Charter, Ummah Wahidah.
	Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan sebuah kata dalam Sahifah Yathrib (Piagam Madinah) yaitu rib’ah. Kata ini mengandung makna yang cukup krusial namun, jarang mendapatkan perharian oleh para akademis. Sementara itu di Indonesia praktik keberagamaan dalam perdamaian dan moderasi masih mengalami kendala yang cukup riskan di masyarakat. Segala perusakan fasilitas agama, tradisi, hingga budaya yang berlawanan yang dianut oleh mayoritas. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan kerangka kerja ma’na cum maghza yang digagas oleh Sahiron Syamsudin. Dengan kerangka kerja ini, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yaitu: pertama, rib’ah mempunyai arti dasar pembagian harta rampasan perang. Namun dalam praktiknya, Nabi Muhammad menjamin tidak hanya menjamin perniagaan melainkan juga agama. Kedua, rib’ah mempunyai tujuan awal sebagai upaya Nabi Muhammad untuk mempersatukan antara Muhajirin, dan Ansar, serta untuk pembangunan negara yang stabil. Ketiga, jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dikandung oleh kata ini dapat dijadikan sandaran hifz al-din yang berarti perlindungan keamanan, kenyamanan seseorang untuk bebas memilih agama serta keyakinannya masing-masing.
Kata Kunci: sejarah Islam, Piagam Madinah, Ummah Wahidah.


Pendahuluan 
Awal tahun 2022, sebuah video viral di media sosial. Seorang pemuda sambil melafalkan takbir pelan membuang dan menendang sesajen yang diletakkan dengan sengaja oleh para warga. Kejadian itu berada di gunung semeru, di daerah Lumajang,  Jawa Timur.  Adalah Hadfana Firdaus seorang pemuda yang memang sengaja menendang dan menganggap bahwa sajen yang diletakkan di sana  idalah sebuah sumber mala petaka. Dan memang, sebelum insiden itu terjadi bencana gunung meletus yang terjadi di Semeru. Kejadian ini mengakibatkan sejumlah lokasi di kabupaten Lumajang gelap gulita.(Hastoro, 2021)
Sang pemuda akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib dan menyatakan siap menjalani hukuman yang divonis oleh pengadilan dengan hukuman 10 bulan kurungan penjara. (Media Indonesia, 2022) Tampak permukaan, permasalahan penendangan sesaji itu selesai. Namun, bisakah ideologi Sang Pemuda yang bersemayam di benak orang lain bisa menghilang begitu saja. Sebagai muslim tentu dapat dikatakan bahwa pemuda tersebut telah mengamalkan al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah hal-hal yang munkar (Q.S. 3:110), serta perbuatan yang dia lakukan sudah selaras dengan wahyu yang Allah turunkan. Apalagi perbuatan tersebut seakan mendapatkan legitimasi dari—misalnya perbuatan Nabi Ibrahim kala menghancurkan berhal yang ada di pusat kota dan menyisakan berhala yang paling besar di antara mereka, (Q.S. 21:59-69)(Al-Damashqi, 1997a, pp. 332–334) atau keputusan Nabi Muhammad saat fathu Makkah yang memutuskan untuk menghancurkan seluruh berhala yang berada di sekitar dan di dalam Kakbah.(Al-Damashqi, 1997b, p. 571)
Lebih jauh dari itu, perusakan budaya lokal juga terjadi lewat sebuah ritual keagamaan, ruqyah. Pada dasarnya ruqyah merupakan sebuah proses penyembuhan yang ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Namun, ada sejumlah mazhab Islam yang menggunakan media ruqyah sebagai dakwah mereka, terlebih dakwah tersebut dengan cara menghina tradisi yang sudah ada terlebih dahulu, seperti tradisi keris, hingga tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam rangka menyambut kelahiran bayi, tedak siten.(Natsir, 2019)
Legitimasi perang melawan tradisi lokal ini bisa dikarenakan pemahaman atas sīrah al-nabawiyyah yang kurang mendalam dan utuh. Sementara itu, konsep rib’ah yang tertera dalam Sahifah Yathrib diyakini sebagai terjemahan dari kata “adat istiadat” telah mendapatkan banyak terjemahan Bahasa Indonesia yang terdistorsi dan melahirkan penafsiran yang bermacam-macam. Terjemah dari al-Raḥīq al-Makhtūm oleh Kathur Sunadi mengonversi Sahifah Yathrib dari lima puluhan pasal menjadi hanya enam belas pasal, serta menerjemahkan rib’ah dengan “adat istiadat yang berlaku di antara mereka” yang disandarkan kepada Quraisy semata. Sementara.(Al-Mubarakfuri, 2011, pp. 213–214) Kata rib’ah ini bahkan tidak nampak dalam buku Sirah Nabawiyyah yang ditulis oleh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buṭi.(Al-Buti, 2002, p. 180) Hingga sebuah terjemah al-Sīrah al-Nabawiyyah karya Ibn Hisyam menerjemahkan kata rib’ah dengan “adat istiadat yang dilegalkan oleh Islam”,(Hisyam, 2000, p. 454) bagaimana rasionalisasi terjemah itu, sedangkan ayat-ayat hukum baru terbit pasca hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib? Atau bahkan ayat-ayat hukum baru terbit pasca Nabi Muhammad mendeklarasikan sahifah tersebut. Taruh saja misalnya pasca perjanjian itu ditulis baru kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 25. 
Terjemahan-terjemahan yang terdistorsi hingga naskah Ṣahīfah Yathrib yang terpotong bahkan ditiadakan sama sekali menjadikan kajian atas naskah ini kian tersingkirkan, untuk kemudian hidup hanya dalam remang-remang. Dengan demikian kajian ini mengfokuskan diri ke kata rib’ah yang terdapat dalam Ṣahīfah Yathrib. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dengan meminjam teori cum-maghza yang digagas oleh Sahiron Syamsudin. Penggunaan teori ini bukan tanpa sebab, melainkan agar semangat Ṣaḥīfah Yathrib mampu menyinari masa kontemporer saat ini juga mampu menjadi inspirasi pendidikan moderasi beragama yang sedang dikampanyekan secara masif di Indonesia.
Dengan mencukupkan kajian kepada kata rib’ah dalam Ṣaḥīfah Yathrib dan lingkup sejarahnya hingga kontribusinya kepada pendidikan moderasi beragama serta pengunaan pisau analisis cum-maghzā, penelitian ini berupaya serius untuk menjawab pertanyaan berikut ini: (1) Bagaimana al-ma’nā al-tārīkhī (makna historis) kata rib’ah dalam Ṣaḥīfah Yathrib? (2) Bagaimana  maghzā al-tārīkhī (signifikansi fenomenal historis) kata rib’ah dalam Ṣaḥīfah Yathrib? (3) Bagaimana al-maghzā al-mutaḥarrik (signifikansi fenomenal dinamis) kata rib’ah untuk konteks pendidikan moderasi beragama?
Rib’ah: Sebuah Definisi Historis
Ada semacam kesulitan untuk menelisik satu kata yang jarang dipakai ini. Susunan kata berupa rā’, bā’, ‘ayn, dan diakhiri dengan tā’ marbūṭah akan rancu dengan kata sepadan yang mempunyai arti empat, atau satu perempat, hingga musim semi, Rabī’. Al-Farāhidī mencatat bahwa kata ini berasal dari kata raba’a – yarba’u – rab’an. Orang Arab menggunakan kata ini dalam sebuah kalimat: “Saya tinggal dengan sebuah kaum, dan mereka menjadikan tempat mereka terang.”(Basrîy, n.d., p. 132) 
Ra ba ‘a juga mempunyai arti memasuki daerah, membagi sesuatu menjadi empat. Ibn Manẓūr memberikan penegaran bahwa kata ra ba’a berkaitan erat dengan bilangan, antara bilangan mudzakkar dengan arba’ah dan mu’annath dengan arba’.(Manẓūr, n.d., p. 99)  Sementara itu, kata raba’ah (dengan huruf rā’ yang fatḥah) mempunyai arti batas paling maksimal dalam kecepatan berlari, juga mempunyai arti berlari lebih dari beberapa mil. (Basrîy, n.d., p. 134) Kata ini juga diartikan dengan bukit kecil, tempat pemukiman. Orang yang tinggal dinamakan rubū’, orang Arab mengatakan, “Wa akhlufu fī rubū’ ‘an rubū’,” mempunyai makna: Aku tinggal bersama sebuah kaum kemudian kaum yang lain. Kemudian al-rob’u artinya berubah menjadi rumah atau penghuninya. Al-Mursī mencatat bahwa rib’ah (dengan kasrah) mempunyai makna perkumpulan para pengelana di musim semi (rabī’).(Al-Mursī, n.d., p. 138) Bagaimana dengan rib’ah yang mempunyai arti tradisi atau adat istiadat?
Ada sebuah catatan menarik yang ditulis oleh al-Ṭaliqānī (w. 995 M) dalam kamusnya dia merangkum makna dari al-rib’ah. 
“Raba’tu al-jaysha rab’an wa mirbā’an wa rib’atan: aku mengambil seperempat rampasan perang dari mereka. Bentuk plural dari al-rib’ah: al-riba’. Tidak ada bentuk (dari kata itu) dengan wazan mif’āl, al-mirbā’ dalam pembagian sesuatu kecuali mi’shār (sepersepuluh). Kata arbā’ merupakan bentuk plural dari kata al-rubu’ (seperempat) dari rampasan perang, (kata itu juga berarti) nama sebuah tempat. Kata mirba’: orang yang mengambil bagian. Kata rubu’ dan urbu’ bermakna seperempat. Kadang dikatakan: raba’tu ‘alayh al-humma wa arba’at: aku membagi tempat itu, maka dia menjadi terbagi. Wa hum al-yawm rab’ mempunyai makna mereka menjadi banyak. Akthar Allāh rab’aka: semoga Allah memperbanyak keluargamu, bentuk pluralnya rubū’. Al-rab’: sebuah rumah dengan sumurnya, sama dengan sebelumnya, bentuk pluralnya adalah al-rubū’. Ḥamala ḥamālat kasara fīhā ribā’ah: adalah sebuah idiom yang mempunyai makna dia menjual rumahnya.”(Al-Ṭāliqānī, 1994, p. 37)
 
Keterangan yang diutarakan oleh al-Ṭāliqānī di atas dapat diartikan bahwa rib’ah merupakan tradisi sebuah pembagian harta rampasan perang. Dalam konteks ini kebiasaan pembagian harta, perjanjian dagang antar suku dapat diartikan sebuah rib’ah. Ali Shiri, editor al-Bidayah wa al-Nihayah memberikan komentar atas kata rib’ah, Shiri mengatakan, “Adapun yang dimaksud dengan kata ‘alā rib’atihim ialah fondasi awal kehidupan mereka. Kalimat ini bukan berarti sebuah isyarat akan pembagian seperempat harta mereka (peserta perjanjian) akan tetapi kalimat ini menggambarkan bahwa setiap golongan tetap dalam keadaannya terpisah-pisah seperti pada awalnya, atau dengan kata yang lain setiap golongan akan tetap melanjutkan kebiasaan (‘ādātihim). Bahkan klausul dalam pasal di dalamnya menunjukkan kewajiban untuk menaati pembagian yang adil jika ada perselisihan antar suku yang ada di dalamnya.(Katsir, 1988, p. 273)
Berbeda dengan periwayatan Abū ‘Ubayd al-Qāsim (w. 838 M) melalui jalur Yaḥyā b. ‘Abd Allāh b. Bakīr hingga Ibn Shihāb  yang menulis rib’ah dengan ribā’atihim dengan tambahan alif setelah huruf bā’ dengan menyebut bentuk jamak rib’āt melalui riwayat Ibn Bakīr.(Al-Qasimi, 2007, pp. 307–308) Mengenai kata ini Abū ‘Ubayd memberikan komentar bahwa makna ribā’ah adalah sebuah tradisi (mu’āqal) orang Arab memakai istilah ini untuk menggambarkan bahwa seseorang itu mengikuti perkara sebuah kaum serta menaati perintah para pemimpinnya dengan ungkapan, “Fulān ribā’atu qawmihi.”(Al-Qasimi, 2007, p. 309) 
Pemaknaan di sini dilanjutkan oleh Michael Lecker dalam bukunya The Constitution Of Medina yang mengartikan bahwa rib’ah mempunyai makna tribal organization (organisasi kesukuan).(Lecker, n.d., p. 32) Tribal organization itu sendiri mempunyai arti bentuk konseptual dari organisasi sosial manusia yang didasarkan pada sejumlah kelompok kecil (dikenal sebagai kelompok suku/band), yang memiliki integrasi politik sementara atau permanen, dan didefinisikan oleh tradisi nenek moyang bersama, bahasa, budaya, dan ideologi. Ini adalah istilah yang digunakan dalam antropologi untuk menggambarkan budaya-budaya yang dijumpai melalui eksplorasi Eropa. Pada pertengahan abad ke-19, banyak ahli antropologi dan sarjana lainnya menggunakan istilah ini, serta band, kekaisaran (chiefdom), dan negara, untuk menyatakan tahapan-tahapan tertentu dalam evolusi budaya unilinear.(The Editor of Encyclopaedia Britanica, 2023)
Di titik ini, penggunaan kata rib’ah mulai menemukan pondasinya, di mana kata rib’ah bukan saja berarti kebiasaan, atau adat istiadat seperti terjemahan dalam Bahasa Indonesia, rib’ah atau ribā’ah  mengandung makna manajerial organisasi, kebiasaan pembagian anfāl atau ghanīmah (rampasan perang) hingga berbagai hal yang sudah diatur dalam agama sebuah suku, bani, dan sebuah kaum. Dengan demikian, perjanjian yang termaktub dalam ṣahifah Yathrib mengatur perlindungan yang dijamin oleh Allah dan Nabi Muhammad atas adat istiadat, kebiasaan, serta tradisi berbagai agama, suku, dan kabilah yang ikut bersepakat di atasnya. Adapun kaum mu’minīn dalam Ṣahifah Yathrib akan menjadi penengah (wasaṭan) serta menjadi saksi atas rib’ah yang mereka jalani. 
“Mereka, saling mengikat, saling menolong, dan menyalurkan diyat serta fidyah dilaksanakan secara obyektif, dan adil bersama kaum mukminin.” (SY: 2-11)
Untuk memperjelas kedudukan rib’ah dalam konteks bahasa dan sejarah kata itu digunakan, peneliti akan menjabarkan isi Ṣahifah Yathrib secara utuh yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham lewat jalan Ibn Isḥāq.(Hisyam, 2009, p. 233) Peneliti mempertimbangkan penerjemahan yang dilakukan oleh Ziyyulhaq dan Ahmad Lutfi dalam bukunya Kitab Muhammad an-Nabi.
Rib’ah, jika dilihat dalam konteks keseluruhan isi ṣaḥīfah akan tampak bahwa ada sejumlah klausul ṣaḥīfah yang menguatkan konsep rib’ah yang sudah disebut dalam pasal 25. Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum Mukminin. Kaum Yahudi tetap dengan hukum agama mereka dan kaum Muslimin juga tetap dengan hukum agama mereka, demikian juga dengan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab mereka serta diri mereka sendiri, kecuali orang yang zalim dan berkhianat. Sesungguhnya itu akan merusak diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Klausul di sini mempunyai arti bahwa segala tradisi yang sudah berlangsung di dalam organisasi suku maupun bani dijamin kelangsungannya dan tidak akan diubah setelah Nabi Muhammad datang ke Yathrib. Ada setidaknya tujuh kelompok Yahudi yang terafiliasi dengan sukunya masing-masing. Mereka adalah Yahudi Bani ‘Awf, Yahudi Bani Najjār, Yahudi Bani al-Ḥārith, Yahudi Bani Sā’idah, Yahudi Bani Jusham, Yahudi Bani Aws, dan Yahudi Bani Tsa’labah. Para peserta itu akan kami bahas di bab selanjutnya.
Kesaksian atas praktik rib’ah ini terekam dalam riwayat al-Bukhari:
Sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah mereka menyebut seorang laki-laki dan perempuan di antara mereka melakukan zina. Rasulullah berkata kepada mereka, “Apakah kalian tidak menemukan hukuman semacam rajam di Taurat? Mereka berkata, “Kami menelanjangi mereka kemudian mencambuk mereka.” Abdullah b. Salam menyela, “Mereka berbohong, di dalamnya (Taurat) ada hukum tentang rajam. Kemudian mereka membawa Taurat dan membukanya. Salah satu di antara mereka meletakkan tangan di atas ayat rajam dan hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah b. Salam mengatakan, “Angkat tanganmu.” Kemudian dia mengangkat tangannya ternyata di dalam Taurat ada ayat tentang rajam. Mereka kemudian mengatakan, “Dia (Abdullah b. Salam) berkata benar, Wahai Muhammad. Di dalam Taurat memang terdapat ayat tentang rajam. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka berdua untuk dihukum rajam. Abdullah b. Salam kemudian mengatakan, “Saya melihat Sang Laki-laki melindungi pasangannya dari lemparan batu.” (Al-Bukhari, 1987b, p. 1330) (Al-Shuaybi, 2006, p. 60) (Hisyam, 2009, p. 266)
Terlihat bagaimana Nabi Muhammad tidak serta merta memutus perkara dengan apa yang telah ketahui. Namun, alih-alih langsung memberikan keputusan Muhammad malah mengajukan tradisi hukuman yang ada di Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk umatnya. Abdullah b. Salam sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hisyam adalah seorang rahib Yahudi yang sejak awal menyembah Tuhan Nabi Ibrahim. Pengetahuannya tentang Taurat tidak diragukan lagi. Abdullah b. Salam bahkan (menurut riwayat Ibn Hisham) telah mengetahui nama, ciri-ciri, hingga masa kedatangannya. Abdullah b. Salam mengetahui semua itu dari kitab yang dia pegang. Tidak heran jika Abdullah b. Salam sebenarnya sudah mengetahui benar bahwa ada hukuman rajam bagi pezina dalam kitab Taurat.(Hisyam, 2009, pp. 240–241) 
Dalam keseharian Nabi Muhammad dengan para penduduk Yahudi di Yathrib, rekaman akan rekatnya persaudaraan antara kedua belah pihak baik orang yang sudah beriman dan penduduk yang masih memeluk agama sebelumnya tampak jelas dalam beberapa riwayat. Sebut saja Abū Shaybah (850 M) dalam Muṣannaf-nya meriwayatkan keakraban itu dengan cerita: Seorang Yahudi yang tidak dia sebutkan namanya memerah susu untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi pun memberikan doa kepadanya, “Ya Allah perbaguslah rupanya, hitamkanlah rambutnya. Kemudian Abū Shaybah juga meriwayatkan dari Ibrahim bahwa tidak apa-apa jika kamu mengatakan kepada seorang Yahudi, “Semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk.” Bahkan Nabi pun tetap memberikan doa kepada seorang Yahudi yang datang kepadanya, “Semoga Allah memperbanyak hartamu, anakmu, menyehatkan ragamu, dan memperpanjang umurmu." (Shaybah, n.d., p. 457)
Praktik tentang rib’ah juga terjadi (bahkan) saat peperangan dengan Bani Qurayẓah yang terjadi pada tahun kelima hijriah (626 M). Perang ini terjadi dikarenakan Bani Qurayẓah memutuskan perjanjian dengan kaum mukminin. Ibn Hishām mencatat ketika pasukan Bani Qurayẓah sudah menyerah dan berlindung di benteng mereka. Nabi dan bala tentaranya mengepung mereka selama 25 hari. Hingga akhirnya mereka menyerah dan menyerahkan keputusan kepada Nabi Muhammad. Saat inilah praktik rib’ah kembali terjadi, saat di mana Muhammad tidak serta merta mengambil keputusan. Namun, malah kemabli memberikan pertanyaan kepada Qurayẓah, “Maukah apabila aku menyerahkan keputusan hukum kepada salah seorang di antara kalian?” Mereka pun setuju, kemudian Muhammad memberikan amanah kepada Sa’ad b. Mu’ādz untuk memberikan keputusan. 
Sa’ad b. Mu’ādz saat itu sedang dalam keadaan cidera. Dia di kemahkan di dalam masjid agar sewaktu-waktu Muhammad bisa menjenguknya. Pada saat pengambilan keputusan itu, Sa’ad b. Mu’ādz dipanggil untuk menghadap Nabi Muhammad, karena cidera yang dia alami Sa’ad didatangkan di hadapan Muhammad dengan cara ditandu. Pada saat ditandu inilah para sahabatnya dari suku Aws melakukan lobi-lobi agar “mantan sekutu” Sa’ad dijatuhi hukuman yang ringan. S’ad menolak hal itu dan tegas tidak akan memberikan ampunan saat memberikan keputusan itu. Sa’ad dibantu untuk turun dari tandu dan menemui Muhammad. Sa’ad pun memberikan keputusan, “Keputusanku adalah hukuman mati terhadap mereka yang terlibat perang dan kaum wanita dijadikan tawanan.” Muhammad kemudian memberikan pujian terhadap keputusan tersebut. (Hisyam, 2009, pp. 464–466) (Al-Dimasyqi, 2010, pp. 167–169)
Praktik rib’ah selanjutnya datang dari kisah para pendatang dari Najran berjumlah enam puluh orang pada tahun ke sembilan hijriah atau diperkirakan pada tahun 630 M. Najran merupakan sebuah kota yang terletak di barat daya kota Madinah, tepatnya ke arah selatan Yathrib sebelum memasuki Yaman. Keenam puluh orang tersebut dipimpin oleh empat belas tokoh kemudian mengerucut kepada tiga orang tokoh mereka adalah ‘Abd al-Masīḥ yang menjabat menjadi ‘āqib segala penentu keputusan rombongan, kemudian Al-Ayham yang menjabat menjadi sayyid, seorang yang bertugas sebagai ahli pertimbangan, pemimpin dalam perjalanan. Yang terakhir ialah Abu al-Ḥārithah b. ‘Alqamah, dia menjabat sebagai usquf (uskub), seorang rahib, imam agama kelompoknya, dan menjadi orang nomor satu midrās-nya (tempat belajar agama). Abū Ḥārithah merupakan seseorang yang terpelajar, para Raja Romawi yang beragama Kristen memuliakan sosok Abū  Ḥārithah ini.  Para raja sering memberikan dia hadiah, membangunkan tempat ibadah untuknya (kanīsah) menggelar “karpet merah” untuknya dikarenakan kepandaiannya dan kesungguhannya dalam agama.
Kelompok dari Najran ini sengaja datang ke Yathrib karena ingin tahu benar sosok yang terdapat dalam kitab mereka, Muhammad. Ketika mereka tinggal di Yathrib inilah praktik rib’ah kembali tercatat dalam sirah Nabi Muhammad. Tepatnya, saat para pendatang dari Najran ini datang ke Masjid untuk menunaikan salat. Tercatat waktu itu adalah salat asar. Mereka mengenakan baju bergaris yang sangat bagus. Dan mereka menunaikan salat mereka menghadap timur (mashriq). Nabi Muhammad kemudian membiarkan mereka salat dalam keadaan menghadap ke timur dengan berkata, “Da’ūhum.” Biarkan mereka salat dalam keadaan demikian.(Hisyam, 2009, pp. 171–172)
Nabi Muhammad juga menulis perjanjian dengan Nasrani dari Najran ini. Nabi Muhammad memberikan jaminan keadilan, kesetaraan hingga keamanan. Riwayat dari ‘Amr b. Dinar (126/743) mengomentari perjanjian Nabi Muhammad dengan penduduk Najran dengan mengatakan, “Mereka memiliki hak perlindungan dari Allah, dan jaminan dari Muhammad selama mereka mau memberikan nasehat dan memperbaiki diri. Mereka wajib memberikan dua ribu baju dengan jenis yang sama.”(Al-Makki, 1994, p. 107)
Kisah perlindungan atas kesetaraan antara muhajirin dan ansar juga terjadi manakala seorang Yahudi datang kepada Rasulullah mengadukan keadaan dirinya telah dipukul oleh sahabat Nabi. Didatangkanlah sahabat Nabi yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Nabi memberikan pertanyaan, “Mengapa kamu lakukan hal itu?” pemuda itu menjawab, “Nabi Musa telah mengunggulkan dirimu.” Tidak terima dengan jawaban demikian, Nabi kemudian mengatakan, “Janganlah kamu melebih-lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain, karena pada hari kiamat nanti manusia akan terkejut. Aku akan menjadi orang pertama yang mengangkat kepalanya dari debu, dan aku akan menemukan Musa di singgasananya. Aku tidak mengetahui apakah dia termasuk orang yang kaget atau tidak.” (Al-Shaybani, n.d., p. 40) (Al-Bukhari, 1987a, p. 850)
Selanjutnya, bagaimana apabila ada perselisihan keagamaan antara Kaum Beriman dengan Yahudi kala itu? Kali ini datang sebuah hadis yang menyebut tentang kebiasaan Yahudi menjauhi pasangan mereka ketika mereka haid. Menjauhi di sini berarti tidak menggaulinya, memisahkan diri dari pasangan mereka, dan tidak menggauli mereka di ranjang. Para sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad akan hal itu, Muhammad menjawab, “Iṣna’ū kull shay’ illā al-nikāḥ,” ‘berbuatlah sesukamu selain menjimak istrimu’. Nabi Muhammad tidak mengajak Yahudi sama sekali untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dia katakan, namun membiarkan Yahudi tetap dengan kebiasaan tersebut tanpa menyalahkan dan membenarkannya.(Al-Bayhaqi, n.d., p. 313)  
Apabila dilihat jauh ke belakang, tradisi praktik rib’ah semacam ini juga dilakukan oleh Quṣay b. Kilāb (480 M), leluhur Nabi Muhammad dan suku Quraish. Quṣay merupakan tokoh sentral berkumpulnya suku Quraysh setelah sebelumnya tercerai berai dan hidup dengan nomaden. Quṣay, dengan bermodalkan kekusaan yang diwariskan oleh mertuanya mampu menundukkan kabilah dan suku yang menjadi pentolan di Makkah kala itu. Setelah Quṣay mampu mengorganisir Quraysh dengan mengajak mereka untuk tinggal di Makkah Quṣay, dalam riwayat Ibn Hishām melindungi dan menjamin budaya dan tradisi lokal suku dan kabilah yang tinggal di Makkah. (Hisyam, 2009, p. 59) (Natsir, 2023)
Ṣaḥīfah Yathrib dalam Konteks Sejarah
Ketika Muhammad hijrah dari Mekah ke Yathrib, tujuan utamanya ialah mencari tempat yang aman untuk para pengikutnya. Nabi Muhammad membutuhkan tempat untuk menjalankan misi keumatan, dan kemanusiaan. Yathrib adalah tempat yang tepat dikarenakan Nabi Muhammad mendapatkan penolakan di tempat lain yang dia kunjungi, Ṭāif (619 M).(Shihab, 2011, p. 412)
Setibanya Nabi di Yathrib, hal pertama yang dia lakukan adalah memetakan kekuatan dengan melakukan sensus penduduk Yathrib. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, penduduk Muslim hanya 1.500 jiwa, sementara orang Yahudi ada 4.000 jiwa dan 4.500 jiwa lainnya masih menganut paganisme (musyrikin). Berdasarkan sensus tersebut, maka penduduk Muslim di Madinah pada awalnya adalah kelompok minoritas.(Yakin, 2016, p. 11)
Setelah melakukan sensus, Muhammad kemudian mempertemukan tiga entitas masyarakat Madinah, yakni: Muslim, Yahudi, dan Kaum Pagan. Kaum Muslim terdiri dari Kaum Muhajirin dan Kaum Ansar; Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sementara Kaum Anshar terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Kemudian Kaum Yahudi terdiri dari Bani Qaynuqā, Bani Naḍīr, dan Bani Quraizhah. Berdasarkan kondisi ini maka masyarakat Madinah pada saat itu adalah komunitas yang pluralistik, untuk itulah kemudian Muhammad mempertemukan semua komponen masyarakat Madinah. Pertemuan ini berlangsung di rumah Anas b. Mālik.
Tindakan pertama yang dilakukan oleh Muhammad setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan (mu’ākhāh) kaum Muslimin, Muhammad kemudian menyatukan seluruh suku-suku Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Yathrib, Muhammad kemudian disebut merinci perjanjian sosial-politik Yathrib, perjanjian inilah yang kemudian menjadi Ṣaḥīfah Yathrib.
Dalam naskah Ṣaḥīfah Yathrib terdapat beberapa Bani yang sengaja disebut dalam Ṣaḥīfah untuk menguatkan bahwasanya mereka telah sepakat dan terikat dalam kesepakatan damai untuk tidak berperang. Segenap suku, kabilah, dan klan disatukan dalam satu klausa bernama Ummah Wāḥidah. Pasal pembukaan dalam Ṣaḥīfah merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan, dan pernyataan tegas bahwa Ummah Wāḥidah setera dengan umat (bangsa lain) dari seluruh dunia.
Ini adalah kitab perjanjian dari Muhammad Sang Nabi antara Kaum Mukminin dan Kaum Muslimin  yaitu dari Penduduk Quraysh dan Yathrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian bergabung bersama mereka, dan berjuang bersama mereka. Mereka adalah umat yang satu yang setara dengan umat (bangsa) yang lain di antara manusia.	.

Rib’ah dan Kontribusinya terhadap Moderasi Bergama di Era Kontemporer
Pengusiran Nabi Muhammad dari tanah kelahirannya, Makkah boleh jadi karena kaum Quraisy sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dakwah yang dilakukan olehnya benar-benar telah mengganggu kehidupan Quraisy dari berbagai segi, baik politik, ekonomi, maupun sosial yang sudah lama berjalan di masa mereka. Ajaran monoteisme yang digaungkan oleh Nabi berdampak kepada politeisme yang tidak hanya mempengaruhi agama masyarakat Makkah pra-Islam namun juga strata sosial masyarakat Quraisy. Berhala-berhala yang terdapat di sekitar Kakbah tidak hanya menjadi bahan sesembahan (sharīk) selain Allah, melainkan juga menjadi lambang strata sosial setiap suku yang hidup di Makkah.
Kekesalan itu memuncak dengan keputusan embargo besar-besaran kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya, dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib. Peristiwa itu terjadi di tahun ketujuh kenabian hingga kesepuluh Muhammad diangkat sebagai Nabi. Tepatnya pada tahun 618-621 Masehi. Aksi ini dilakukan secara penuh dalam hal ekonomi dan sosial, sehingga umat Islam saat itu menjadi sasaran pengepungan. Berikut adalah beberapa bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib:(1) Mereka dilarang menikah dengan suku Quraisy. (2) Dilakukan larangan melakukan transaksi dengan mereka. (3) Dilakukan larangan memberikan makanan dan minuman kepada mereka.(4) Dilakukan larangan melakukan perdagangan dengan mereka. (5) Dilakukan larangan melakukan pernikahan dengan mereka.
Pemboikotan (muqāṭa’ah/ḥiṣār) ini berlangsung selama tiga tahun dan berakhir setelah beberapa orang dari kalangan Bani Quṣay membatalkannya. Selama pemboikotan, persediaan makanan untuk Nabi Muhammad dan pendukungnya hanya dikirim oleh beberapa non-Muslim di Makkah yang merasa kasihan pada mereka. Namun, itu sangat tidak memadai sehingga umat Islam saat itu sering kali memakan daun karena kelaparan. Setelah keadaan semakin memburuk dan kesehatan umat Islam sangat memburuk, Nabi Muhammad berdoa untuk dapat melawan para penyerang. Setelah itu, Makkah mengalami musim kekeringan yang parah.(‘Abd al-‘Azīz Ibrāhīm al-’Umrī, 2011, pp. 366–367)
Di tahun 621 M, sejumlah 12 orang datang dari Yathrib untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus menemui Nabi Muhammad. Kedua belas orang tersebut datang tidak serta merta begitu saja. Sebelum 12 orang tersebut ada, Nabi Muhammad sempat mengajak Suwayd b. Al-Ṣāmit (Nama lengkapnya Suwayd b. Al-ṣāmit b. Khālid b. ‘Uqbah al-Aws, banyak kalangan meragukan keislaman Suwayd. Keislaman Suwayd diriwayatkan dari Ibn Isḥāq dari jalur ‘Āṣim b. ‘Amr. (Al-‘Asqalanī, 1992, p. 305)) untuk bersyahadat. Suwayd merupakan penduduk Yathrib dari suku Aws. Suwayd mendapatkan amanah dari Nabi untuk memberitahukan penduduk Yathrib akan kedatangan Nabi Muhammad. Namun, Suwayd meninggal dunia lantaran ikut dalam perang Bu’ath yang terjadi antara suku Aws melawan suku Khazraj yang terjadi pada tahun 617 M. 
Musim haji selanjutnya Nabi Muhammad mengajak kembali penduduk Yathrib untuk kembali bersyahadat. Kali ini, Nabi Muhammad mengajak penduduk Yathrib yang berasal dari golongan Khazraj. Mereka menerima ajakan Nabi dan pulang kembali ke Yathrib untuk mengabarkan kepada para penduduk akan hal ini. Musim haji berikutnya datanglah 12 orang penduduk Yathrib untuk menemui Nabi. Mereka dan Nabi mengadakan pertemuan di tempat yang kini disebut dengan ‘Aqabah. Pertemuan inilah yang kemudian disebut dengan Bay’at al-‘Aqabah yang pertama. Dalam pertemuan mereka melakukan baiat (sumpah setia), menyatakan keimanan mereka kepada Allah.
Musim haji berikutnya tahun 621 M, datang rombongan lagi dari Yathrib sejumlah 12 orang untuk melakukan sumpah setia. Mereka yang datang mayoritas berasal dari suku Khazraj, hanya dua orang yang berasal dari Aws. Dengan ini dukungan kepada Nabi dari Yathrib semakin banyak dan masif sehingga pantas apabila Nabi Muhammad lebih memilih Yathrib sebagai tempat mencari dukungan sekaligus memperkuat aliansi politik. Terlebih setelah Nabi Muhammad mendapatkan penolakan setelah mencoba peruntungan dengan menuju ke Taif (619 M).
Setelah melaksanakan eksodus ke Yathrib, Nabi Muhammad memulai kehidupan yang benar-benar baru. Dengan kepercayaan yang ada pada para penduduk Yathrib bahwa akan ada “juru selamat” yang akan mendamaikan kelompok mereka, penduduk Yathrib mempercayakan Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin atas mereka. Setelah membangun masjid yang akhirnya menjadi Masjid Nabawi, Nabi Muhammad membuat sebuah ikrar perjanjian yang menyatukan para pengikut yang datang dari Makkah (Muhājirūn) dan orang-orang yang menerima Nabi Muhammad dan para pengikutnya di Yathrib (anṣār). Salah satu isi perjanjian ini ialah jaminan atas keberlangsungan tradisi lokal yang ada di Yathrib baik suku, maupun bani yang sepakat dengan perjanjian tersebut.
Kesepakatan ini menjadi logis manakala Nabi Muhammad dalam posisi politik masih lemah. Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang merelakan diri mereka untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Mekkah menuju Yathrib tidak berjumlah lebih dari seratus orang. Posisi ini menjadikan Nabi Muhammad masih membutuhkan bantuan dari para ansar. 
Inilah yang menjadi pokok penting yang dibahas dalam penelitian ini. Sebuah jaminan keberlangsungan tradisi yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sendiri, hitam di atas putih. Hal ini menjadi penegas bahwa Nabi Muhammad tidak mengubah apa pun dari tradisi yang ada di sekitarnya. Terbukti bahwa sejumlah kasus yang terjadi pada penduduk Yathrib yang memeluk agama Yahudi malah harus mengembalikan keputusan hukumnya kepada hukum Taurat yang sudah ada di tangan mereka sendiri. 
Jika dilihat dalam konteks hukum pada saat ini, jaminan tradisi lokal sangat diperlukan dikarenakan berfungsi sebagai sebuah perlindungan agar sebuah tradisi tetap lestari, tidak hilang, dan tidak tergantikan oleh budaya asing. Selain itu jaminan ini adalah menjadi wujud penghargaan atas hak-hak masyarakat. Karena masyarakat juga mempunyai hak atas kekayaan intelektual dan ekspresi budaya mereka. Perlindungan ini juga berarti menghargai hak-hak masyarakat yang ada. Dari segi ekonomi, kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat mendorong peningkatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan ini sekaligus juga sebuah penghormatan atas hak asasi manusia. 
Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia kontemporer, praktik jaminan keberlangsungan tradisi lokal menghadapi tantangan yang bermacam-macam. Beberapa peristiwa tentang penentangan adat istiadat yang sudah berlangsung dalam masyarakat masih terus terjadi. Suara.com merilis sembilan kasus yang seluruhnya terjadi di Yogyakarta di antaranya ialah sebuah keluarga yang beragama Kristen ditolak untuk tinggal di Kabupaten Bantul tahun 2015. Pada tahun 2018 sebuah acara yang identik dengan tradisi Jawa, sedekah laut ditolak pelaksanaannya oleh sejumlah pemuda dengan melakukan perusakan atas sesaji yang sedianya akan dilarung di lautan. Di tahun yang sama juga terjadi penyerangan kepada jemaat gereja Katolik yang berada di Gamping, Sleman.(Bhayangkara, 2023) Aksi penolakan pendirian rumah ibadah juga menyasar kepada umat Islam. Tahun 2019, Manokwari, Papua Barat menyatakan dengan tegas menolak pendirian masjid.(Kresna, 2019)
Agama sering kali menjadi tertuduh atas tindakan anti toleransi seperti yang tersebut di atas. Sebagian umat Islam, misalnya, menggunakan nama jihad untuk memerangi segala bentuk perbuatan yang mereka anggap berlawanan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Alquran dan sunnah. Sebagian yang lain menggunakan konsep al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar yang menganggap orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran hanya dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. (Al-Nisaburi, n.d., p. 50)  Konsep ini akhirnya menjadi konsep yang dianggap sakral dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Umat Islam di mana pun berada. Bahkan ada anggapan bahwa problematika kemunduran umat Islam hanya dapat diselesaikan manakala umat menegakkan kembali pilar ini.(Basalamah, 1991, p. 30)
Ada pertanyaan menarik apabila konsep dakwah, jihad konsep al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar dengan pemahamannya pada konteks zaman sekarang dihadapkan dengan konsep rib’ah dalam ṣaḥīfah. Di mana Nabi di masa awal Islam lebih memilih mendamaikan antara penduduk Yathrib, dan Muhajirin dan Ansar dengan menjamin agama dan adat istiadat mereka tetap berjalan. Maka, bagaimana memahami antara kedua konsep terlihat bertentangan tersebut? 
Kata al-ma’rūf sendiri disebut sebanyak sepuluh kali dalam Ṣaḥīfah. Sembilan kata pertama masuk dalam pasal yang menyebut klausa rib’ah, dan satu yang terakhir masuk ke dalam kewajiban orang-orang yang mukmin. Namun, semua kata al-ma’rūf dihubungkan dengan pembayaran tebusan (fidā’) dan denda (diyat). Dalam konteks Ṣaḥīfah, Nabi Muhammad dengan perjanjian Yathrib tidak akan ikut campur dalam penentuan tebusan dan denda yang telah berjalan dalam setiap Bani maupun kabilah selama hal tersebut ditunaikan dengan baik dan kaum mukminin turut bersaksi dalam pelaksanaan diyat dan fidā’ tersebut.
Artinya dalam konteks Ṣaḥīfah, dakwah, jihad, dan konsep al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar erat kaitannya dengan penegakan undang-undang yang tertera dalam Ṣaḥīfah. Ṣaḥīfah digunakan sebagai angger-angger yang menjiwai setiap perilaku penduduk Yathrib di masa awal Islam. Hal ini dibuktikan dengan kisah Abu Bakar yang enggan memukul kepala Finḥās, salah satu pentolan di Bayt al-Midrās (salah satu madrasah Yahudi di Yathrib) dikarenakan ada perjanjian yang ada di antara mereka. Abu Bakar mengatakan, “Demi Zat yang nyawaku di tangan-Nya, kalaulah tidak ada perjanjian (damai) antara aku dan kamu, maka aku akan memukul kepalamu, Wahai musuh Allah.”(Hisyam, 2009, p. 263) Para pemberontak atas perjanjian ini akan mendapatkan tindakan tegas seperti yang terjadi kepada Bani Qurayẓah, Bani Nadzīr, dan beberapa Bani yang lain yang terbukti membelot dan mengganggu stabilitas “Negara Yathrib”.
Praktek Ṣaḥīfah semacam ini lebih dekat dengan sekularisme ketimbang malah meletakkan agama menjadi sebuah fondasi negara. Kesimpulan semacam ini juga diungkapkan oleh Budhi Munawwar Rahman.
“Negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.”(Rahman, 2010, p. 75)
Meskipun demikian, penulis lebih cenderung mempertimbangkan nilai hifẓ al-dīn sebagai nilai yang dapat ditarik dari konsep rib’ah yang terdapat dalam ṣaḥīfah. Hifẓ al-dīn yang dimaksud di sini ialah perlindungan atas agama dan adat istiadat bukan hanya perlindungan agama Islam seperti yang dikatakan oleh Abū ‘Ubaydah Mashūr, editor al-Muwāfaqāt. Dalam catatan kakinya Mashhūr memberikan penegasan bahwa hifẓ al-dīn bukanlah kebebasan berakidah, kebebasan beropini.
Namun apa yang dijadikan dasar al-Ganūshī berdasarkan kesimpulan Imam tidaklah benar. Apa yang dimaksud al-Ganūshī mengenai penerapan kebebasan publik; Seperti kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan memiliki properti untuk tujuan tersebut; Sebaliknya, itu adalah salah satu imajinasinya. Al-Shāṭibī berbicara dalam Keharusan tentang menjaga agama dan bukan tentang kebebasan berkeyakinan, dan melestarikan agama, yang oleh kaum uṣūliyyūn dianggap sebagai salah satu tujuan hukum Syariah, mereka menyimpulkan darinya. Hukum telah menetapkan hukuman bagi orang murtad, yaitu hukuman mati. Jadi, agama dijaga menurut hukum Islam, sedangkan al-Ganūshī menyatakan dalam bukunya bahwa tujuan melestarikan agama adalah kebebasan berkeyakinan. Fitnah apa ini?!(Al-Shatibi, 1997a, p. 45)
Apa yang dikemukakan oleh Mashhūr pada dasarnya tidak berselisih dengan kitab yang di-taḥqīq olehnya sendiri, al-Muwāfaqāt. Al-Shāṭibī sendiri memberikan keterangan sebagai berikut:
Lima hal prinsip yang didasarkan kepada al-Kitāb (al-Quran) dan diperinci dalam dalam al-sunnah. Sesungguhnya hifẓ al-dīn menghasilkan tiga makna, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Dasar dari itu berasal dari Al-Quran, dan penjelasannya terdapat dalam sunnah. Terdapat tiga penyempurna dari ḥifẓ al-dīn yaitu: (1) berdoa kepada-Nya dengan penuh cinta dan ketakwaan; (2) Berjihad kepada orang yang menjadi musuh-Nya atau menginginkan kerusakan; (3) menghindarkan diri dari kerusakan.(Al-Shatibi, 1997b, p. 374)
Meskipun demikian, banyak kalangan dari cendekiawan Islam dan para aktivis memperluas makna ḥifẓ al-dīn yang dihaturkan oleh al-Shāṭibī, Jika Shāṭibī lebih menekankan konsep perlindungan agama secara internal, seperti penetapan hukuman kepada orang-orang yang keluar dari Islam, dan berbagai hukum syariat yang lain, para reformis Islam lebih memilih mengartikan ḥifẓ al-din sebagai perlindungan, jaminan kepada orang lain di luar agama mereka untuk memeluk keyakinan dan agamanya. Seorang manusia mendapatkan hak, kebebasan untuk menentukan agama yang dia anut dan dia pegang untuk kepentingan keyakinan serta imannya.(Bruinessen, 2009, p. 200) Abdurrahman Wahid (w. 2009 M) menyebut pilar perlindungan atas agama ini dengan universalisme Islam.(Wahid, 2001, pp. 180–181) Pilar ḥifẓ al-dīn yang diartikan oleh Wahid sebagai “keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama” merupakan sebuah dasar untuk menciptakan kedamaian antara umat manusia.
Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar.(Wahid, 2001, p. 181)
Meskipun, pada berbagai titik dalam sejarah manusia, ketika suatu agama dianut oleh mayoritas, sering kali muncul sikap anti-toleransi terhadap agama-agama minoritas. Hal ini terjadi karena berbagai faktor kompleks, dan sebagai contoh, kita bisa melihat berbagai periode sejarah di berbagai belahan dunia.
Salah satu contoh sejarah yang mencolok adalah era Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, agama Romawi kuno, yang dihormati oleh mayoritas, dianggap sebagai agama resmi dan mendapat perlindungan hukum, sementara agama-agama minoritas seperti Kristen sering kali dihadapi dengan diskriminasi dan penganiayaan. Kekuasaan Romawi berusaha memaksa pengikut Kristen untuk menghormati dewa-dewa Romawi, dan ini menjadi salah satu contoh paling awal dari undang-undang intoleransi terhadap agama minoritas dalam sejarah Eropa.(Penindasan ini dikenal dengan Diocletianic Persecution. Lihat Eusebius, 2019, p. 339) Di India, sejarah mencatat beberapa periode di mana mayoritas Hindu menghadapi agama-agama minoritas seperti Buddha, Jainisme, dan Islam dengan ketidaktoleran. Salah satu contoh adalah periode ketika India berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Mughal. Meskipun Kekaisaran Mughal secara umum dikenal dengan toleransi agama, ada juga periode ketika terjadi ketegangan antara mayoritas Hindu dan penganut agama minoritas, khususnya selama masa pemerintahan Aurangzeb.(Ansary, 2012, p. 373)
Seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat mengembangkan pandangan bahwa agama mayoritas lebih sah daripada agama minoritas, yang sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan identitas budaya. Ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidaksetujuan terhadap agama minoritas dapat berkembang dalam masyarakat yang didominasi oleh agama mayoritas.
Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam dengan nilai sosial menjaga agama dan tradisi lokal (baca: rib’ah) telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan sejarah ke depan. Nilai toleransi, jaminan hak menganut kepercayaan dan beragama telah menggugah kesadaran atas umat manusia akan perbedaan yang sudah pasti dan menjadi sunnat Allāh. Jika dalam pandangan akidah, teologi saja umat Islam awal mampu menerima, apalagi perihal yang menjadi sempalan perbedaan. Misalnya, perbedaan ideologi politik dan mazhab. 
Kesimpulan
Tradisi lokal di Indonesia sering kali mencakup beragam aspek, termasuk adat istiadat, tarian, musik, pakaian, dan upacara keagamaan tradisional. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan tradisi lokal ini dengan bangga, ada saat-saat di mana ajaran Islam yang lebih konservatif menentang beberapa aspek dari tradisi ini. Contoh kasusnya adalah upacara adat yang mungkin melibatkan unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan Islam yang ketat. 
Pada titik inilah studi ini dilakukan. Dengan menjadikan klausa rib’ah yang termaktub dalam Ṣaḥīfah Yathrib, studi ini berusaha untuk memberikan landasan perlindungan terhadap tradisi lokal di mana pada zaman Nabi Muhammad di Madinah konsep ini benar-benar dijalankan. Studi ini menggunakan konsep ma’nā  Cum-Maghzā yang digagas oleh Sahiron Syamsudin. Studi ini memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:
 Rib’ah mempunyai makna yang unik dikarenakan kata tersebut mengandung makna pembagian dalam harta rampasan perang. Namun, dalam praktiknya, Nabi Muhammad tidak hanya menyerahkan semua urusan niaga, perjanjian, hingga pembagian harta kepada masing-masing kabilah yang ada di Madinah melainkan lebih dari itu, Nabi Muhammad menjamin praktik kebebasan dalam beragama sesuai yang dianut oleh masing-masing individu dan kabilah. Hal ini tampak pada Nabi Muhammad menyerahkan hukuman qiṣāṣ dengan kembali kepada Taurat yang telah dimiliki oleh para penduduk yang memeluk agama Yahudi. 
Dalam sejarah awal Madinah atau Yathrib, rib’ah Nabi Muhammad mempunyai kepentingan khusus di masa awal kedatangannya di sana. Nabi Muhammad mempunyai visi mempersatukan antara sesama penduduk Yathrib yaitu suku Aws, Khazraj, dan Yahudi sekaligus menyatukan antara pengikutnya dan penduduk Yathrib sekaligus. Di sini makna jaminan Nabi Muhammad menjadi penting untuk menjamin persatuan sekaligus sebagai meluruhkan hati kepada para pengikutnya. Di masa awal kedatangan Nabi di Madinah, Nabi bertempat pada posisi yang masih lemah, sehingga membutuhkan banyak pengikut untuk memperkuat posisi politiknya. Dengan rib’ah ini akan menjadi modal untuk berdakwah dan seluruh umat manusia dari agama mana pun  akan bisa menjadi ummah wāḥidah selagi setia kepada perjanjian yang telah Nabi buat.
Detail atas praktik rib’ah di zaman Islam awal ini menegaskan bahwa menjaga tradisi lokal di masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang ialah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Dari sini perbuatan penghinaan, perusakan terhadap tradisi di masyarakat adalah perbuatan yang melawan sunnah Nabi Muhammad. Visi rib’ah yang ada di masa lalu berupa kemanusiaan, memelihara kepercayaan individu masyarakat dapat digunakan juga untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Klausa ḥifẓ al-dīn tidak lagi bermakna menjaga agama sendiri, namun juga menjamin orang lain untuk beragama sesuai dengan keyakinan, dan kepercayaan masing masih. Hal yang dilarang dalam tradisi rib’ah adalah pemberontakan, penyelewengan terhadap hukum yang telah disepakati bersama. Di sini, moderasi beragama  khususnya dalam indikator “penerimaan terhadap tradisi lokal” mendapatkan legitimasi yang kongkret.
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